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011800187 Pembimbing Kedua,

LLUIL, MAKNUN BUSROH, SH., MH.

ABSTRAK

Kewajiban menerima dan merawat pasien gawat darurat sudah diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang pedoman
pelaksanaan program jaminan kesehatan. Dalam Bab 1V, poin 3 berbunyi; “Pada
keadaan gawat darurat (emergency), seluruh fasilitas kesehatan baik jaringan
Jamkesmas atau bukan, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepeda
peserta Jamkesmas. Bagi fasilitas keschatan yang bukan jaringan Jamkesmas
pelayanan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial fasilitas kesehatan,
selanjutnya fasilitas kesehatan tersebut dapat merujuk ke fasilitas kesehatan
jaringan fasilitas kesehatan jamkesmas untuk penanganan lebih lanjut”.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana dokter
terhadap penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit serta
bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pihak Rumah Sakit terhadap
penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit.

Pertanggungjawaban pidana dokter terhadap penelantaran pasien yang
dilakukan oleh pihak Rumah Sakit adalah bahwa selaku tenaga fungsional di
Rumah Sakit tidak mempunyai tanggungjawab apabila terjadi hal yang tidak
diinginkan kepada pasien. Dokter yang ada di Rumah Sakit hanya berstatus
sebagai pegawai yang digaji oleh Rumah Sakit, jadi apa yang sudah
diperintahkan oleh atasan itu menjadi kerjanya. Secara etika profesi, dokter tidak
ada melanggar etikanya sebagai dokter jika permasalahannya timbul dari bagian
administrasi Rumah Sakit. Tugas dokter hanya memberikan tindakan medis
kepada pasien yang membutuhkan pertolongan sekalipun dalam kondisi pasien
gawat darurat. Pertanggungjawaban pidana pihak Rumah Sakit terhadap
penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yaitu sebagai
korporasi atau rechpersoon yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh tanpa
membedakan suku, ras, agama dan kepercayaan tidak boleh menelantarkan pasien
atau bahkan orang yang dalam kondisi gawat darurat membutuhkan pertolongan.
Apabila hal tersebut dilakukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Keschatan Pasal 190 ayat (1) dan (2). Rumah sakit sebagai
rechpersoon harus mendapatkan sanki pidana juga berupa Denda, Pencabutan
Izin-izin, dan Pembubaran korporasi.

Kata Kunci : Penelantaran, Pasien, Dokter, Rumah Sakit.
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Dari dua pe ahan yang ada, maka dengan ini penulis dapat

menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan tersebut. antara lain sebagai

berikut :

l.

Pertanggungjawaban pidana para medis terhadap penelantaran pasien
yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit adalah bahwa selaku tenaga
fungsional di Rumah Sakit tidak mempunyai tanggungjawab apabila
terjadi hal yang tidak diinginkan kepada pasien. Dokter yang ada di
Rumah Sakit hanya berstatus sebagai pegawai yang digaji oleh Rumah
Sakit, jadi apa yang sudah diperintahkan oleh atasan itu menjadi
kerjanya. Secara etika profesi, dokter tidak ada melanggar etikanya
sebagai dokter jika permasalahannya timbul dari bagian administrasi
Rumah Sakit. Tugas dokter hanya memberikan tindakan medis kepada
pasien yang membutuhkan pertolongan sekalipun dalam kondisi pasien
gawat darurat. Dokter dalam hubungan perjanjian dan sumpah profesinya

mempunyai peran dan tanggungjawab yang tidak main-main dalam

melakukan upaya penyembuhan.
Pertanggungjawaban pidana pihak Rumah Sakit terhadap penelantaran
Pasien yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yaitu sebagai korporasi

atau rechpersoon yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk
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